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           P U T U S A N 

          Nomor 242/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA 

  Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah 

memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam 

perkara Gugatan Waris  antara: 

AA Permana bin A Rukmana, NIK: 3204120708770009, tempat tanggal 

lahir Bandung, 07 Agutus 1977(umur 44 tahun), agama 

Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di               

Kp. Ciparay Hilir  No. 3 RT 004 RW 011, Desa 

Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten 

Bandung, semula sebagai Penggugat I sekarang 

Pembanding I;   

Sri Kartika binti A Rukmana, NIK: 3204126712790002, tempat tanggal lahir 

Bandung,  27 Desember 1979 (umur 43 tahun), agama 

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal 

di  Kp. Ciparay Hilir RT 004 RW 011, Desa Cangkuang 

Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. 

semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;   

Rukmawan bin A Rukmana, NIK: 3204120809840014, tempat tanggal lahir 

Bandung, 8 September 1984 (umur 36 tahun), agama 

Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di            

Kp. Ciparay Hilir RT 004 RW 011 Desa Cangkuang 

Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, 

semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding 

III;   

Dalam hal ini Pembanding I, II dan III memberikan kuasa kepada                        

M. Sudarisman, S.H., Ahmaden Jerry, S.H., &  Ziki Ali Ahmad, S.H., Advokat, 

Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “M. Sudarisman, S.H. & 

Rekan”  berkantor di Jalan Marga Makmur Nomor 19 Kelurahan Margasari, 

SALINAN 
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Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

bermaterai cukup, tertanggal 1 Juni 2022 yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa                   

Nomor 1690/Adv/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya disebut Para 

Pembanding; 

melawan 

Ade Ruchiyat Alias Ade Atang bin Ain, agama Islam, pekerjaan buruh 

harian lepas, tempat tinggal di Kp. Cileubak No. 125           

RT 003 RW 014, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan 

Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, semula sebagai 

Tergugat I sekarang Terbanding I; 

Ai Lasmaya binti Ain, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

tempat tinggal di Kp. Ciparay Hilir No. 3 RT 004 RW 011, 

Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, 

Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat II 

sekarang Terbanding II; 

Asep Maman bin Idik, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal 

di Kp. Pagermaneuh RT 004 RW 007, Desa Pagerwangi, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,  

semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III; 

Elis Sumiati binti Idik, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

tempat tinggal di Kp. Pagermaneuh RT 004 RW 007, 

Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, semula sebagai Tergugat IV sekarang  

Terbanding IV; 

Ayi Iim binti Idik, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat 

tinggal di Kp. Cibeureum RT 004 RW 002, Desa 

Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, semula sebagai Tergugat V sekarang  

Terbanding V; 
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Ai Nurhayati binti Idik, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

tempat tinggal di Kp. Pagermaneuh RT 004 RW 007, 

Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, semula sebagai Tergugat VI sekarang  

Terbanding VI; 

Ratih Nurani binti Idik, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat 

tinggal di Kp. Pamecelan RT 003 RW 004, Desa 

Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung 

Barat, semula sebagai Tergugat VII sekarang  

Terbanding VII; 

Saeful Mulyana bin Idik, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, 

tempat tinggal di Kp. Pagermaneuh RT 006 RW 007, 

Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, semula sebagai Tergugat VIII sekarang  

Terbanding VIII; 

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII 

memberikan kuasa kepada Danel Alamsyah, S.H., M.H., dan                            

Herry Wardana, SH., adalah advokat dari Kantor Advokat Danel Alamsyah, 

S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Komplek Griya Bandung Indah Ruko 

Blok C1 Nomor 32, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

bermaterai cukup, tertanggal 9 Juni 2022 yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 

2438/Adv/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut Para 

Terbanding; 

Notaris Hanny Diawati, S.H., beralamat di Jalan Raya Sukamenak Komplek 

Ruko Permata Kopo No. 17, Desa Sukamenak, 

Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, semula  

sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;  

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, beralamat di 

Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Raya 

Soreang KM. 17, Pamekaran Soreang, Kabupaten 

Bandung, semula  sebagai Turut Tergugat II sekarang  
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Turut Terbanding II;  

Pengadilan Tinggi  Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; 

     DUDUK PERKARA 

              Memperhatikan semua   uraian    yang    termuat    dalam    putusan 

Pengadilan Agama Soreang Nomor 5633/Pdt.G/2021/PA.Sor hari Selasa 

tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 

Hijriyah  dengan mengutip amarnya sebagai berikut:  

Dalam Konvensi 

Dalam Eksepsi 

- Menolak eskepsi Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara 

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; 

Dalam Rekonvensi 

-  Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard); 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara ini sejumlah Rp.4.630.000,00 (empat juta enam ratus tiga 

puluh ribu rupiah);  

                   Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri Kuasa Para 

Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I 

dan Turut Tergugat II; 

                  Bahwa kepada Turut Tergugat I telah  diberitahukan isi putusan 

sebagaimana Rellas Nomor  5633/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 31 Mei 2022 

dan kepada Turut Tergugat II sebagaimana Rellas tanggal 10 Juni 2022; 

 Bahwa Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding 

telah mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2022 dan Relaas 

Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding I dan II tanggal 8 Juni 2022,  Terbanding III, IV, V, VI, VII, VII 

dan Terbanding VIII tanggal 15 Juni 2022, Turut Terbanding I tanggal 8 Juni 

2022 dan Turut Terbanding II tanggal 10 Juni 2022;               
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       Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal   

28 Juni 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 

5633/Pdt.G/2021/PA.Sor Para Pembanding dalam Memori Bandingnya  

memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding; 

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 5633/Pdt. 

G/2021/PA.Sor. tanggal 24 Mei 2022; 

4. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya; 

                 Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan  dengan 

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding kepada masing-

masing Terbanding: Terbanding I dan II tanggal 7 Juli 2022, Terbanding III, 

IV, V, VI, VII, VIII tanggal 8 Juli 2022, Turut Terbanding I tanggal 7 Juli 2022 

dan Turut Terbanding II tanggal 15 Juli 2022; 

             Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dan Turut 

Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding II tidak menyerahkan Kontra 

Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan 

Agama Soreang  Nomor  5633/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 22 Juli 2022;  

       Bahwa  kepada Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk 

melakukan inzage sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor                      

5633/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 13 Juni 2022 dan kepada Terbanding I 

dan II tanggal 8 Juni 2022, Terbanding III sampai dengan VIII tanggal 

15 Juni 2022, kepada Turut Terbanding I tanggal 8 Juni 2022 dan 

Turut Terbanding II tanggal 10 Juni 2022, akan tetapi baik Para 

Pembanding maupun Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak  

melakukan inzage   berdasarkan   Surat Keterangan Panitera Pengadilan 

Agama Soreang Nomor  5633/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 28 Juni 2022; 

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada 

tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor  242/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan 

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat 
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Nomor W10-A/2585/Hk.05/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang 

tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

  Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara tingkat 

pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, karenanya berdasarkan 

Pasal  6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan 

Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 

2009, Para Pembanding mempunyai legal standing  untuk mengajukan 

permohonan banding; 

  Menimbang, bahwa  Para Pembanding  pada Tingkat  Banding telah 

menguasakan kepada kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan 

sudah diperiksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan 

ketentuan  Pasal 4 dan Pasal 30  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat  dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Nomor  6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang  

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum 

tersebut  mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara 

a quo . 

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada 

tanggal 7 Juni 2022 dan hadir pada saat dibacakan putusan yang 

dimohonkan banding tersebut tanggal 17 Mei 2022, karenanya permohonan 

banding yang diajukan dalam tenggang masa banding sesuai ketentuan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan 

Ulangan, karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan 

mengadili  perkara  a quo sebagai berikut: 
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            Menimbang,  bahwa  Pengadilan Tinggi Agama  Bandung    sebagai 

judex  factie  akan memeriksa  ulang  tentang  apa  yang  telah diperiksa,  

dipertimbangkan  dan  diputus  oleh  Pengadilan   Tingkat  Pertama untuk  

kemudian  dipertimbangkan  dan  diputus  kembali  pada  Pengadilan Tingkat 

Banding; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  telah  

berusaha untuk  mendamaikan  para  pihak  berperkara,  namun  tidak  

berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan                            

Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai  Mediator  juga  tidak  

berhasil.  Majelis  Tingkat  Banding  berpendapat  bahwa  upaya 

perdamaian  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal 130 ayat (1) HIR 

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun  2016  tentang  

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  karenanya  dengan demikian proses 

penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan; 

 Menimbang,   bahwa   Majelis Tingkat Banding   mempelajari   dan   

meneliti   dengan seksama  berkas  perkara  yang  terdiri  dari  Surat  

Gugatan, Jawaban, reflik, Duplik,   Berita  Acara Sidang,  salinan resmi 

Putusan Pengadilan  Agama  Soreang  Nomor 5633/Pdt.G/2021/PA.Sor 

tanggal  24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 

Hijriyah, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta                    

Memori Banding, Majelis   Tingkat   Banding   memberikan   pertimbangan 

sebagaimana diuraikan di bawah ini;  

Dalam Konvensi 

Tentang Eksepsi 

           Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah 

mengajukan eksepsi sebagai berikut; 

a. Tentang Kewenangan Absolut.  

b. Tentang gugatan Error In Persona 

c.  Tentang gugatan Exceptio plurium litis consortium 

d. Tentang gugatan Exeptio Obscuur Libel 

e.  Tentang tidak jelasnya objek sengketa  

         Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat/Para 
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Pembanding menyatakan menolak dan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya  

dengan tepat dan benar dengan diktum menolak seluruh eksepsi Para 

Tergugat/Para Terbanding tersebut, serta sesuai berita acara sidang 

perkara a quo berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sesuai Hukum Acara telah 

mengeluarkan putusan sela Nomor 5633/Pdt.G/2021/PA Sor tanggal 

31 Januari 2022 yang diktumnya menolak eksepsi Kompetensi 

Absolut ParaTergugat/Para Terbanding;  

       Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat 

dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Soreang tersebut, karenanya secara utuh pendapat dan 

pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan 

pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dan karenanya Majelis 

Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh eksepsi Para 

Tergugat/Para Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;     

Tentang Pokok Perkara 

          Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para 

Pembanding pada pokoknya meminta agar ditetapkan hal-hal 

sebagai berikut;  

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; 

2. Menetapkan Ahli Waris dari Ain Bin Abja Alias Ain Bin Abia adalah 

sebagai berikut: 

2.1. Ade Ruchiyat Alias Ade Atang Bin Ain (Anak Kandung Laki-Laki); 

2.2. Ai Lasmaya Binti Ain (Anak Kandung Perempuan); 

2.3. AA Permana Bin A Rukmana (Cucu Laki-Laki); 

2.4. Sri Kartika Binti A Rukmana (Cucu Perempuan); 

2.5. Rukmawan Bin A Rukmana (Cucu Laki-Laki); 

2.6. Asep Maman Bin Idik (Cucu Laki-Laki); 

2.7. Elis Sumiati Binti Idik (Cucu Perempuan); 

2.8. Ayi Iim Binti Idik (Cucu Perempuan); 

2.9. Ai Nurhayati Binti Idik (Cucu Perempuan); 
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2.10. Ratih Nurani Binti Idik (Cucu Perempuan); 

2.11. Saeful Mulyana Bin Idik (Cucu Laki-laki); 

3. Menyatakan objek waris atas sebidang tanah Persil 28/S.IV Blok Cibogo 

Kohir C Nomor 1226 atas nama Pewaris Ain Bin Abia adalah warisan 

yang belum terbagi. 

4. Menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan Syariat Islam; 

5. Menyatakan APHB (Akta Pembagian Harta Bersama) yang diterbitkan 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT) Hanny Diawati, S.H., cacat 

hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

6. Menyatakan SHM (sertifikat Hak Milik) Nomor 04955 atas nama 

Tergugat I (Ade Ruchiyat alias Ade Atang) yang diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung batal demi hukum; 

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;      

        Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat/Para 

Pembanding tersebut,  Para Tergugat/Para Terbanding telah memberikan 

jawaban yang pada pokoknya menolak terhadap  dalil gugatan tersebut dan 

dalam persidangan masing-masing pihak berperkara telah membuktikan dalil 

gugatan dan dalil jawabannya tersebut baik dengan bukti surat maupun 

saksi-saksi, serta sesuai berita acara sidang perkara a quo Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Soreang telah mengkonstatir, mengkwalifisir terhadap 

fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan baik dan benar dan 

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan 

telah mempertimbangkan dalam putusannya (mengkonstituir) dengan diktum 

menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding 

seluruhnya;  

               Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat 

dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Soreang tersebut, karenanya secara utuh pendapat dan 

pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan 

pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan 

tambahan pertimbangan hukum; 
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        Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusannya 

tersebut berkaitan dengan terbitnya APHB (Akta Pembagian Harta 

Bersama) yang selanjutnya dijadikan keberatan pula oleh Para 

Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya dengan dalil 

pada pokoknya menyatakan “Bahwa atas terbitnya APHB (Akta 

Pembagian Harta Bersama) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah  (PPAT) HANNY DIAWATI, S.H., para Penggugat/Pembanding 

sangat heran karena belum pernah sama sekali menghadap ke PPAT 

Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT) HANNY DIAWATI, S.H. tersebut dan 

tidak menandatangani untuk maksud pembuatan APHB (Akta Pembagian 

Harta Bersama) tersebut”; 

       Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa APHB (Akta Pembagian Harta 

Bersama) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

HANNY DIAWATI, S.H. sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat 

bahwa APHB tersebut merupakan Akta Otentik yang juga masih menurut 

hukum bahwa Akta tersebut mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan 

sempurna dengan catatan sepanjang tidak diketemukan ada cacat hukum 

didalamnya, namun demikian sesuai berita acara sidang perkara a quo 

dimana Para Penggugat/Para Pembanding  dalam persidangan telah tidak 

dapat membuktikan bahwa dalam APHB tersebut telah terjadi/adanya cacat 

hukum, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan 

Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori banding tersebut harus 

dikesampingkan;  

Dalam Rekonvensi 

 Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding 

pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonvensi memohon agar Pengadilan 

menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. Ain bin Abja alias 

Ain bin Abia dan harta warisan alm. Ain bin Abja alias Ain bin Abia yang 

belum dibagi kepada ahli warisnya, serta agar ditetapkan sah atas hibah, 

akta pembagian hak bersama (APHB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas 

sebagian harta warisan alm. Ain bin Abja alias Ain bin Abia, serta 
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pembatalan atas Akta Jual Beli (AJB) atas sebagian  harta warisan alm. Ain 

bin Abja alias Ain bin Abia;  

        Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Soreang mengkonstatir, mengkwalifisir terhadap                  

fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan baik dan benar dan 

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan 

telah mempertimbangkan dalam putusannya  (mengkonstituir) dengan 

diktum menyatakan bahwa tuntutan  tersebut  tidak dapat diterima                     

(Niet Onvankelijke Verklaard), Majelis Tingkat Banding sependapat 

dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Soreang tersebut, karenanya secara utuh pendapat dan 

pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan 

pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri ; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

  Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 

5633/Pdt.G/2021/PA.Sor hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah dapat dipertahankan 

dan karenanya harus dikuatkan;  

              Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor              

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Para Penggugat Konvensi /Para 

Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding  dibebani mambayar biaya perkara 

banding; 

             Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

 M E N G A D I L I 

1. Menyatakan permohonan Para Pembanding formal dapat diterima; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 

5633/Pdt.G/2021/PA.Sor hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah; 
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3. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara 

banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

               Demikian diputuskan dalam r a p a t  permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal                       

8 September 2022 Masehi,  bertepatan   dengan tanggal 11 Shafar 1444 

Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim  

Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H.  dan  Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.  

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan                   

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 

242/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 18 Agustus 2022 telah ditunjuk untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding  dan putusan 

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka                  

untuk umum pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022 bertepatan                    

dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriyah, dengan didampingi                         

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan  Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk  berdasarkan 

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 

242/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 14 Agustus 2022 dan  dibantu                     

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H. sebagai  Panitera  Pengganti dengan 

tidak dihadiri para pihak berperkara. 

                                        Ketua Majelis 

 
 

ttd 
 
 

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. 

       Hakim Anggota                                             Hakim Anggota 
 
 

    ttd                 ttd 
 
 
Drs. H. Rd.Mahbub Tobri, M.H.                  Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. 
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Panitera Pengganti 
 
 

 ttd 
 
 

                                 H. Dadan S. Permana, S.H., M.H. 

Biaya Perkara:                                                                   

1. Biaya Proses    Rp130.000,00 

2. Biaya Redaksi          Rp  10.000,00                     

3. Biaya Meterai           Rp  10.000,00 

    Jumlah                     Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 

 

 

 


